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Digitalisasi sebagal bagian dari perkembangan saat ini telah membentuk pasar baru bagi pelaku usaha,
khususnya perusahaan teknologi, yaitu pasar digital. Google sebagai pelopor di pasar digital menjadi pemain
terkemuka dan dengan demikian memegang posisi dominan di beberapa pasar digital termasuk Android App
Store dan layanan pencarian umum. Namun, Komisi Eropa menemukan bahwa Google telah

menyal ahgunakan posisi dominannya di pasar Android App Store dan melanggar Pasal 102 TFEU melalui
Mobile Application Distribution Agreement (MADA) yang salah satu ketentuannya mewajibkan produsen
smartphone untuk melakukan pre-install Google Search App sebagai prasyarat untuk mendapatkan Play
Store. Praktik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar inilah yang memengaruhi
implementasi Undang-Undang Pasar Digital di Uni Eropa untuk menciptakan persaingan yang sehat dalam
ekonomi digital. Oleh karenaitu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai apakah Google

menyal ahgunakan posisi dominannya dan melakukan penjualan bersyarat (tying) sesuai dengan Pasal 25 dan
15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta menganalisis peraturan persaingan yang dapat mengatur
persaingan secara efektif dalam ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif
yang dilakukan dengan menganalisis data sekunder dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini
menemukan bahwa praktik Google termasuk sebagai pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 dan hukum persaingan di Indonesia belum memadai untuk mengatur persaingan di pasar digital
secara efektif. Dengan demikian, penting bagi otoritas persaingan Indonesia untuk memberlakukan
peraturan persaingan pada pasar digital yang menerapkan kewajiban dengan pendekatan per seillegal dan
menerapkan prinsip ekstrateritorial.

...... Digitalization as an imminent part of current development has established a new market for business
actors, especially tech companies, namely the digital market. Google, as the forerunner in the digital market
became a prominent player and thus hold dominant positionsin several digital markets including Android
App Store and general search service. However, the European Commission found that Google has abused its
dominant position in the Android App Store market and violated Article 102 TFEU through Google's
Mobile Application Distribution Agreement (MADA) which one of the provisions obligates smartphone
manufacturersto pre-install Google Search App as a pre-requisite for obtaining the Play Store. These kinds
of practices that big-tech companies have committed to influence the implementation of the Digital Market
Act in the European Union to create fair competition in the digital economy. Therefore, the purpose of this
research is to assess whether Google abuses its dominant position and perform tying agreementsin
accordance with Article 25 and 15 of Law Number 5 of 1999 and to analyze the competition framework that
can effectively regulate competition in the digital economy. The research method that is used isjudicial
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normative which is done by analyzing secondary data using qualitative method. This research found that
Googl€'s practice would constitute a violation under Law Number 5 of 1999 and that the competition
framework in Indonesiais not sufficient enough to regulate competition in the digital market effectively.
Therefore, it is essential for Indonesian competition authorities to enact competition regulationsin the digital
market that implement per se obligations and have an extraterritorial principle.



